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AbstrakPasal 1 butir (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuatakta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris wajibmemberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untukmenolaknya. Maka penelitian ini bermaksud mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturanhukum Notaris dalam menolak pembuatan akta autentik, alasan Notaris atas penolakan dalampembuatan akta autentik di Kota Medan, dan akibat hukum bagi Notaris yang menolak pembuatan aktaautentik. Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Darihasil penelitian diketahui pengaturan hukum Notaris untuk menolak pembuatan akta autentik yaituPasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, Alasan Notaris di Kota Medan atas penolakan dalam pembuatan aktaautentik baik karena alasan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, juga di luardari pada itu dengan alasan bahwa akta yang akan dibuat nantinya akan menimbulkan permasalahan.Akibat hukum bagi Notaris yang menolak pembuatan akta autentik yaitu pada Pasal 16 ayat (11) UUJNberupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupemberhentian dengan tidak hormat.

Kata Kunci: : Notaris, Penolakan, Pembuatan Akta Autentik.

Abstract
Article 1 point (1) of Law No. 2 of 2014 on Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notary
Positions, Notaries are general officials who are authorized to make authentic deeds and other authorities
as referred to in this Law. Notaries are obliged to provide services in accordance with the provisions of this
Act, unless there is a reason to refuse them. So this study intends to know and analyze the legal
arrangements of Notaries in rejecting the creation of authentic deeds, the reason notaries for rejection in
the creation of authentic deeds in the city of Medan, and the legal consequences for Notaries who refuse
the creation of authentic deeds. This type of research uses empirical juridical research that is descriptive
analytical. From the results of the research it is known that the notary legal arrangement to reject the
creation of authentic deeds, namely Article 16 paragraph (1) letter e UUJN, The Reason notaries in Medan
city for rejection in the creation of authentic deeds both for reasons as explained.
Keywords: Notary, Rejection, Creation of Authentic Deeds.
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PENDAHULUANSalah satu profesi, yaitu profesihukum yang terkait dengan permasalahantersendiri mengenai memelihara danmewujudkan ketertiban yang berkeadilandalam kehidupan bermasyarakat (LiliRasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2015).Profesi hukum merupakan satu di antaradari beberapa profesi lain yang termasukmempunyai karakter dan daya tariktersendiri, salah satunya disebabkankarena profesi tersebut berkepentinganlangsung dengan keperluan pribadi,terkait atas hukum privat juga karenaterbentuknya suatu pandangan barudalam dunia hukum, tertuju padameningkatnya permasalahan-permasalahan hukum, satu di antaranyaadalah Notaris (Supriadi, 2008).Pasal 1 butir (1) Undang-UndangNomor 2 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 30 Tahun2004 Tentang Jabatan Notaris yangmengemukakan bahwa “Notaris adalahpejabat umum yang berwenang untukmembuat akta autentik dan memilikikewenangan lainnya sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang ini atauberdasarkan Undang-Undang lainnya.”Notaris dalam menerapkan tugasprofesinya wajib taat dan patuh padaperaturan perundang-undangan yang

berlaku juga pada kode etik, dikarenakanjabatannya adalah jabatan kepercayaanberarti bahwa seorang Notaris wajibmemiliki tingkah laku yang baik (AbdulGhofur Anshori, 2009)Notaris diharuskan memberikanpelayanan jasa-jasanya apabila para pihakyang berkepentingan memintanya,khususnya terkait dalam pembuatan aktaautentik, kecuali apabila ada alasan-alasanyang kuat dan sah, yang berarti padaumumnya harus melayani siapa saja yangmemerlukan jasanya, terutama untukmembuat dan membentuk akta-akta yangdibutuhkan bagi para pihak yangberkeinginan, untuk memastikan hak dankewajiban para pihak demi kepastian,ketertiban, dan perlindungan hukum bagipihak yang berkepentingan, sekaligus bagimasyarakat secara keseluruhan (Gunardidan Markus Gunawan, 2007).Alasan-alasan tersebut memangtidak mudah menentukan kuat atautidaknya maupun sah atau tidaknya untukmenolak pembuatan suatu akta,disebabkan karena tidak terperinciiketentuan tentang apa yang dinamakanalasan yang kuat dan sah tersebut. Hal initergantung kepada rasa tanggung jawabdari Notaris itu sendiri.Dalam penelitian ini akanmemfokuskan permasalahan sebagaimana
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tujuan penelitian yaitu pengaturan hukumNotaris dalam menolak pembuatan aktaautentik, alasan Notaris atas penolakandalam pembuatan akta autentik di KotaMedan, akibat hukum bagi Notaris yangmenolak pembuatan akta autentik.
METODE PENELITIANPenelitian ini menggunakan Jenispenelitian yuridis empiris dengan sifatpenelitian deskriptif analisis yaitu hanyasemata-mata melukiskan keadaan objekatau peristiwanya tanpa suatu maksuduntuk mengambil kesimpulan-kesimpulanyang berlaku secara umum (Ida Hanifah,dkk, 2018), juga bertujuan untukmengetahui dan menggambarkan suatugejala, fakta dan realita secarakeseluruhan (J. R. Raco, 2010).Sumber data diperoleh dari dataprimer yang diperoleh dari hasilwawancara dari para informan yangdilakukan secara terarah terkait ataspenolakan pembuatan akta autentik yaitukepada Notaris-Notaris di Kota Medandengan menggunakan metode purposivesampling bertujuan untuk melihat danmengetahui berjalannya hukum dalammasyarakat dengan menentukan sendirinarasumber yang akan diambil dandianggap dapat mewakili penelitian ini(Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010),

juga data sekunder yang diperoleh dariUndang-Undang, buku, jurnal dan artikel.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Notaris Dalam

Menolak Pembuatan Akta AutentikSebagai hasil dari pemahamannegara hukum maka segala aspekkehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara harus didasarkan pada aturanyang berlaku juga tidak bertentangan daristandar, norma-norma hukumsebagaimana berlaku di Indonesia untukmenciptakan kepastian dalam hubunganantar individu. Notaris selaku pejabatumum menyandang amanat saatmenjalankan tugas jabatannya yangmemuat dari 2 (dua) sumber yaitu: 1)Setiap masyarakat yang datangmenghadap kepada Notaris sebagai parapihak bermaksud agar Notaris dapatmembuat akta autentik atas dasarkeinginan dari para pihak; 2) Notarisdiberi amanat yakni suatu perintah danpetunjuk dari Undang-Undang, sehinggasegala perbuatan hukum yangberhubungan dengan alat bukti dapattertuang dalam bentuk akta autentikmenyiratkan bahwa Notaris terikat danberkewajiban untuk tunduk padapedoman yang mensyaratkan menjadi
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substansial sebagai akta autentik (RahmatSetiawan, 1999).Kehadiran Notaris sangat diperlukanpada kehidupan masyarakat. Kewenanganyang jelas dan nyata berarti suatu kualitasuntuk setiap pejabat, apabila kewenanganitu tidak ada maka seorang pejabat tidakdapat menjalankan suatu tindakanpemerintahan (Lutfi Effendi, 2004).Kewenangan Notaris mendefinisikankeinginan atau kegiatan dalam aktaautentik oleh para pihak berdasarkan padaaturan hukum yang mengaturnya. Pasal 15ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 TentangJabatan Notaris “Kewenangan Notarisuntuk membuat akta autentik mengenaisemua perbuatan, perjanjian, danpenetapan yang diharuskan olehperaturan perundang-undangan dan/atauyang dikehendaki oleh yangberkepentingan untuk dinyatakan dalamAkta autentik, menjamin kepastian tanggalpembuatan Akta, menyimpan Akta,memberikan grosse, salinan dan kutipanAkta, semuanya itu sepanjang pembuatanAkta itu tidak juga ditugaskan ataudikecualikan kepada pejabat lain atauorang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Pasal 1868 KUHPerdata bahwa “aktaotentik adalah suatu akta yang dibuatdalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabatumum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.” Pasal 1 angka 7Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 30 Tahun 2004 Tentang JabatanNotaris menyatakan maka “Akta Notarisyang selanjutnya disebut Akta adalah aktaautentik yang dibuat oleh atau di hadapanNotaris menurut bentuk dan tata cara yangditetapkan dalam Undang-Undang ini.”Sebagai pejabat, Notaris hendaknyamemberikan pelayanan terbaik kepadamasyarakat yang membutuhkan buktiautentik. Tetapi, dalam kondisi tertentu,Notaris dapat menolaknya. Aturan dasarpenolakan pembuatan akta autentik yangdibuat Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat(1) huruf e Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris mengaturnya,bahwa “dalam menjalankan jabatannya,Notaris wajib memberikan pelayanansesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untukmenolaknya”.Pasal tersebut memberi penjelasanalasan penolakan yang dimaksud yaitu
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dalam membuat suatu akta autentikNotaris tidak diperkenankan memberikanperlakuan khusus bagi salah satu pihaksaja. Notaris dilarang membuat akta untukNotaris itu sendiri atau adanya hubungandarah kepada Notaris, adanya hubungansemenda kepada Notaris maupun dengansuami ataupun istrinya, salah satu pihaktidak mempunyai kemampuan bertindakuntuk melakukan perbuatan, atau hal lainyang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang. Notaris berperan untukmemutuskan apakah suatu tindakan dapatdinyatakan dalam bentuk akta atau tidakdengan memeriksa semua dokumen danmendengarkan keterangan dari parapihak. Ketetapan itu disampaikan denganmemberi penjelasan kepada para pihakatas dasar alasan hukum sebenar-benarnya dengan mempertimbangkansegala bagian dari hukum termasukpersoalan-persoalan hukum nantinya yangakan muncul (Hartanti Sulihandari danNisya Rifiani., 2013).
Alasan Bagi Notaris Untuk Menolak

Pembuatan Akta Autentik Di Kota

MedanAkta autentik yang dibuat Notarisyang dimaksud terfokus pada para pihakharus adanya permintaan, keinginan dankehendak dari para pihak sebagai dasar

dan inti utama dalam suatu syaratpembuatan akta autentik. Notaris dituntutagar selalu sedia memberikan pelayanhukum kepada masyarakat yangmembutuhkan mengenai pembuatan aktaautentik (Ira Koesoemawati dan YunirmanRijan, 2009).Sikap jujur dan saksama harusditerapkan Notaris menyiratkan bahwasetiap pengambilan suatu keputusandengan transparan dan berhati-hati dalamproses pembuatan akta Notaris perihaldapat terpenuhinya semua syarat yangdiperlukan dan dibutuhkan sehingga dapatdirangkum dalam bentuk akta autentik.Sekiranya persyaratan tersebut tidakdapat terpenuhi maka Notaris dapatmenolaknya dengan maksud Notarissebagai pejabat umum yang memberikanpelayanan terbaik dan selayaknya padasiapapun atas perbuatan hukum yangdilakukan tertuang dalam bentuk aktaautentik. Apabila Notaris menolak untukmembuat akta tanpa alasan yang jelasakan dianggap melanggar kewajiban yangdiamanatkan oleh Undang-Undang. Alasanyang kuat diperlukan untuk melakukanpenolakan itu, berarti apapun alasanpenolakan yang dilakukan Notaris akankembali kepada Notaris itu sendiri yangmenentukannya untuk menolakmemberikan jasanya kepada pihak yang
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membutuhkan dan berkepentingansehingga dapat dimengerti dan dipahamipara pihak (Habib Adjie, 2015).Alasan penolakan pembuatan aktaautentik Notaris dari hasil penelitian yangdilakukan kepada Notaris-Notaris Di KotaMedan dengan kategori di antaranya yaitu1) Penolakan karena legal standing, yakniterkait dengan kedudukan dari padaNotaris, dalam proses pembuatan aktaautentik di luar dari kedudukannya,misalnya pada tahap penandatangan aktabukan di mana tempat atau di luar wilayahkerja Notaris tersebut; 2) Penolakankarena substansi akta, yakni terkaitdengan isi akta ada hal-hal yangbertentangan dengan aturan yang berlaku.Suatu akta harus atas dasar sebab yanghalal, tidak melanggar ketentuan dariUndang-Undang, kesusilaan, kepatutan,keadilan, dan ketertiban umum; 3)Penolakan karena kewajiban pajak, yakniterkait dengan perjanjian jual beliperseroan terbatas (PT). Sebelumdilakukan peralihan terlebih dahuludilakukan pengecekan mengenai pajaknya;4) Penolakan karena waktu, maksudnyaNotaris tidak mempunyai waktu untukmembuat akta autentik, misalnya waktuNotaris yang sudah terjadwal sudah penuhtetapi para penghadap mendesak Notarisuntuk membuat akta pada saat itu juga.

Dengan demikian, bilamana Notarishendak menolak memberikan jasanyayang berkaitan dengan pembuatan aktaautentik kepada para pihak yangmemerlukannya, maka penolakan tersebutharus dengan alasan atau argumentasihukum yang jelas, agar setiap pihak yangterlibat dapat mengerti dan memahamimaksud alasan itu.
Akibat Hukum Bagi Notaris Yang

Menolak Pembuatan Akta AutentikKepercayaan yang diberikankepadanya sebagai pejabat umum, Notarishendaknya melaksanakan tugas jabatansebaik-baiknya dengan mengingatketentuan yang berlaku, oleh karena itujika Notaris melanggar, akan ada sanksiyang didapat baik itu hukum positif jugasanksi moral dari masyarakat (Anke DwiSaputro, 2008).Akibat hukum bagi Notaris yangmenolak pembuatan akta autentiksebagaimana dalam Pasal 16 ayat (11)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 30 Tahun 2004 Tentang JabatanNotaris menyatakan bahwa Notaris yangmelanggar ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a sampaidengan huruf l dapat dikenai sanksiberupa: 1) Peringatan tertulis; 2)
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Pemberhentian sementara; 3)pemberhentian dengan hormat; atau 4)pemberhentian dengan tidak hormat.Hal tersebut berarti Notaris tidakmelakukan atau tidak memenuhi suatuperbuatan berupa kewajiban dan laranganyang ada dalam Undang-Undang JabatanNotaris, kode etik Notaris juga perilakuNotaris yang dapat merendahkankehormatan dan martabat Notaris.Demikian pemberian sanksi, merupakanperingatan kepada Notaris dari MajelisPengawas, yang jika tidak dipenuhiditindaklanjuti dengan sanksi berikutnyasecara berjenjang dan bertahap,dijatuhkan sesuai kadar pelanggaran yangdilakukan Notaris (Hartanti Sulihandaridan Nisya Rifiani, 2013).Perihal penolakan pembuatan aktaautentik harus dengan bukti yang jelas apabenar Notaris melanggar ketentuantersebut sehingga apabila Notaris terbuktimelakukannya maka atas perbuatannyaitu saksi akan diterapkan. Berbeda halnyaapabila Notaris tetap membuat akta yangmelanggar dari ketentuan Undang-UndangJabatan Notaris tapa memberikan alasanapenolakan kepada para penghadapmengenai pembuatan akta autentik untukdiri sendiri atau ada hubungan sedarahdengan Notaris akan berakibat akta yangdibuat Notaris menjadi akta di bawah

tangan, para pihak dapat menuntutkerugian beserta bunga-bunganya atasaktanya sebagaimana diatur dalam Pasal1365 KUHPerdata yang menyatakan “tiapperbuatan yang melanggar hukum danmembawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkankerugian itu karena kesalahannya untukmenggantikan kerugian.” Akibat hukumatas penolakan Notaris yang dengan buktiyang jelas apa benar Notaris menolakpembuatan akta autentik tersebut.
SIMPULANBerdasarkan uraian di atas, makadapat tarik simpulan bahwa Pengaturanhukum Notaris untuk menolak pembuatanakta autentik yaitu Pasal 16 ayat (1) hurufe Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 30 Tahun 2004 Tentang JabatanNotaris mengaturnya, bahwa dalammenjalankan jabatannya, Notaris wajibmemberikan pelayanan sesuai denganketentuan dalam Undang-Undang ini,kecuali ada alasan untuk menolaknya.Artinya alasan yang mengakibatkanNotaris tidak berpihak bahwa Notarisdilarang membuat akta untuk Notaris itusendiri atau adanya hubungan darahkepada Notaris, adanya hubungan
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semenda kepada Notaris maupun dengansuami ataupun istrinya salah satu pihaktidak mempunyai kemampuan bertindakuntuk melakukan perbuatan, atau hal lainyang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang. Notaris mempunyai perananuntuk menentukan suatu tindakan dapatdituangkan dalam bentuk akta atau tidakyang bertujuan untuk menjamin kepastiandan perlindungan hukum bagi masyarakatyang mengadakan yang bersangkutan..Berarti alasan yang mengakibatkanNotaris tidak berpihak bahwa Notarisdilarang membuat akta untuk Notaris itusendiri atau adanya hubungan darahkepada Notaris, adanya hubungansemenda kepada Notaris maupun dengansuami ataupun istrinya salah satu pihaktidak mempunyai kemampuan bertindakuntuk melakukan perbuatan, atau hal lainyang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang. Alasan Notaris-Notaris di KotaMedan atas penolakan dalam pembuatanakta autentik baik karena alasansebagaimana penjelasan dalam Pasal 16ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris, juga di luar dariitu seperti akta yang akan dibuatbertentangan dengan norma-norma yangada dalam hukum maupun dalam

masyarakat, bahwa akta yang akan dibuatnantinya menimbulkan permasalahan.Akibat hukum bagi Notaris yang menolakpembuatan akta autentik yaitu pada Pasal16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris bahwa Notarisyang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a sampaidengan huruf l dapat dikenai sanksiberupa peringatan tertulis, pemberhentiansementara, pemberhentian denganhormat, atau pemberhentian dengan tidakhormat. Apabila Notaris tetap membuatakta yang melanggar dari ketentuanUndang-Undang Jabatan Notaris tersebutmaka akan berakibat akta yang dibuatNotaris itu menjadi akta di bawah tangan.
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